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Berawal dari dirterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
yang di dalamnya mengatur terkait dengan penggunaan diskres yang berhubungan dengan keuangan negara,
dalam tesis ini membahas perbandingan terkait dengan pengaturan pelaksanaan diskresi oleh pejabat
administrasi yang berdampak pada keuangan negara dengan prinsip-prinsip karakteristik pelaksanaan
diskresi sebagaimana yang dapat ditemui dalam teori-teori para ahli hukum dan juga menguji pencantuman
klausul pasal terkait dengan diskresi yang bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya dalam
undang-undang dimaksud sehingga menyebabkan inkonsitensi dan multiinterpretasi. Penelitian ini adalah
penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian doktrinal, sifat dari penelitian ini sgjalan
dengan sifat Ilmu Hukum itu sendiri, yang memiliki sifat preskriptif dan terapan. Hasil penelitian
menyatakan bahwa terhadap pengaturan diskresi yang berhubungan dengan keuangan negara sebagaimana
diatur dalam undang-undang dimaksud menunjukan adanya inkonsistensi teori dan memunculkan adanya
multiinterpretasi dalam tiap klausul pasalnya sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum serta diprediksi
dapat memunculkan permasalahan yang bedampak pada kebingungan dan kegamangan pada tataran praktik
pel aksanaan administrasi pemerintahan oleh pejabat administrasi dalam tataran pel aksanaan pemerintahan
umum dan penyelenggaraan layanan publik. Oleh karenannya agar pelaksanaan diskresi yang berhubungan
dengan keuangan negara dapat berjalan ideal, perlu dilakukan perbaikan undang-undang dimaksud dengan
menghapus ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), karena pada prinsipnya secara umum berdasarkan teori
hukum administrasi negara perlindungan pelaksanaan diskresi dan parameter pembatasan ruang gerak
diskresi dalam keputusan dan/atau tindakan oleh pejabat administrasi adalah pada penerapan AUPB dan
mengedepankan itikad baik untuk menghasilkan manfaat demi kepentingan umum (dolemategheid).

...... Starting from the enactment of Law Number 30 Y ear 2014 on Government Administration in which
regulate about the use of discretion in state finance management, this thesis discusses about the comparison
between the regulation of discretionary implementation by administrative officials that impact on the state
finances with the principles of characteristics the exercise of discretion as can be found in the theories of the
jurists and also this thesis is examines the inclusion of the clause of the chapter related to the conflicting
discretion of one another in the law so asto lead to inconsistencies and multiinterpretations. Thisresearchis
anormative law research or aso called doctrinal research, the nature of thisresearch isin line with the
nature of Law Science itself, which has prescriptive and applied properties. The results of the study stated
that the discretionary arrangements related to state finances as stipulated in the law indicate the existence of
inconsistent theories and led to the existence of multiinterpretation in each clause of the article causing legal
uncertainty as well as predicted to bring up the problems that arise in the confusion at the level of practice
administrative administration by administrative officialsin the level of general governance and public
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service delivery. Therefore, in order for the implementation of discretion related to the state finances to run
ideally, it is necessary to revise the law by eliminating the provisions of Article 25 Paragraph (1) and
Paragraph (2), because in the general principle, based on the legal theory of state administration, protection
of the implementation of discretion and the parameters of restriction of discretionary space in decisions
and/or actions by administrative officialsis on the application of AUPB and putting good faith to the public
benefit (dolemategheid).



